
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :    4    TAHUN 2006 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2006 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO,    

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target pendapatan, kebutuhan 

mendesak yang belum terdanai pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dan penggeseran kegiatan, 

perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; 

    

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon 

Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 

101);  



 2 

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun  1997 tentang  Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 
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9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4493) 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 

dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ 

Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4023); 

 



 4 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 

dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4034); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4540); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah; 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun  2005  Nomor  1 Seri A) yang telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun  2006  Nomor  1 Seri E); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2006 (Lembaran Daerah Tahun  2006  Nomor  1 Seri A); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2006. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah . 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

 

RINCIAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006 

 

Pasal 2 

 

APBD Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 482.079.294.762,22 bertambah 

sejumlah Rp. 1.150.017.532,47  sehingga menjadi Rp. 483.229.312.294,69 dengan 

rincian  sebagai berikut : 

a. Pendapatan   

 1. Semula Rp. 431.648.579.628,22   

 2. Berkurang Rp. (482.416.753,00)   

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 431.166.162.875,22 

b. Belanja :   

 1. Semula Rp. 475.512.794.762,22   

 2. Bertambah Rp. 1.199.401.517,47   

  Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 476.712.196.279,69 

  Defisit setelah Perubahan Rp. (45.546.033.404,47) 

c. Pembiayaan :   

 1. Penerimaan     

  a) Semula Rp. 50.430.715.134,00   

  b) Bertambah Rp. 1.632.434.285,47   

         Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 52.063.149.419,47 

 2. Pengeluaran     

  a) Semula Rp. 6.566.500.000,00   

  b) Berkurang Rp. (49.383.985,00)   

        Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.517.116.015,00 

 Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 45.546.033.404,47 
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Pasal 3 

 

Uraian mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dimaksud Pasal 2, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

terdiri dari : 

I. Ringkasan Perubahan APBD; 

II. Rincian Perubahan APBD;  

III. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit 

Organisasi Perangkat Daerah;  

IV. Daftar Piutang Daerah; 

V. Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah; 

VI. Daftar Dana Cadangan; 

VII. Daftar Utang atau Pinjaman Daerah; 

VIII. Daftar Pendapatan Daerah; dan 

IX. Rekapitulasi Belanja per Kegiatan. 

 

Pasal 4 

 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006. 

 

BAB  III 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

Ditetapkan di Wates                    . 

                                                            pada tanggal   11 Oktober   2006 

BUPATI KULON PROGO, 
 

                                                                                                ttd 
                                                                                                  

H. TOYO SANTOSO DIPO 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diundangkan di Wates 

    pada tanggal   11 Oktober 2006 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO, 
 

ttd 
 
 

AGUS ANGGONO 
 


